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SEKRETARIS DAER AF 3

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial serta
menjaga agar pemberian pembebasan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah tetap tepat sasaran sesuai
perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,
perlu dilakukan penyesuaian kebijakan daerah;

bahwa pengaturan mengenai batasan luas lantai rumah
dan ketentuan mengenai kriteria dan batas penghasilan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah diatur kembali
dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran
Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan
Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan
Perolehan Rumah sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Besaran  Penghasilan dan  Kriteria ~ Masyarakat
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten



s
4.
5
6.
7.
8.
PARAF KOORDINASI |

SEKRETARIS DAERAH P

ASISTEN ¢

Ka.

KABAG HUKUM

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan
Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta
Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan
Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Besaran  Penghasilan dan Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor
45);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN

BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85
tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 394) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR,
masyarakat yang memenuhi persyaratan  harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenuhi ketentuan besaran penghasilan dan
kriteria MBR.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Besaran penghasilan MBR penghasilan per bulan paling
banyak untuk kategori tidak kawin sebesar
Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kategori kawin
sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan

PARAF KOORDINASI

kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar

Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

SERRETARIS DAERAH -t

ASISTEN

Ka.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
ditetapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan

g (2) Batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya

KABAG HUKUM

Permukiman.




Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal ZG Tuwl 2026
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Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2¢ S\.Wl\ 2024
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